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REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan 

kinerja birokrasi dan perbaikan pelayanan menuju tata 

kelola pemerintahan yang baik diperlukan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi tata 

naskah dinas; 

  b.  bahwa perlu adanya pedoman pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pelaksanaan administrasi tata naskah 

dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
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Nomor 3676); 

  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 323); 

  3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 

01.Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 

Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 26); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 

2. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam 

dalam media elektronik sebagai alat komunikasi 

kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh 
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pejabat/pimpinan yang berwenang di Badan.  

3. Sistem Tata Usaha Persuratan Elektronik yang 

selanjutnya disebut Supersonik adalah sistem 

pengelolaan naskah dinas yang dibangun dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan 

ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan Naskah Dinas 

Elektronik. 

(2) Lingkup Naskah Dinas Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terbatas pada naskah dinas 

korespondensi. 

 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan oleh Badan melalui 

aplikasi Supersonik. 

(2) Pengelola aplikasi Supersonik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah Biro Umum dan Organisasi. 

 

Pasal 4 

Panduan penggunaan aplikasi Supersonik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan 

ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Oktober 2019 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

     ttd. 

 

JAZI EKO ISTIYANTO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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